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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kaya yang memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun 

sayangnya, penduduknya masih belum bisa dalam memaksimalkan kekayaan tersebut. Supramono dan 

Damayanti (2010), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, yang jumlahnya 

hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Pajak merupakan sebuah keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah dengan tujuan agar setiap Wajib Pajak (WP) dapat menyetorkan pendapatan atas hasil 

dari usahanya. Di dalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa WP terdiri dari pembayar, 

pemotong, atau pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban kepada perpajakan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. WP bisa dalam bentuk orang pribadi atau 

badan. Sifat pajak adalah memaksa. Ini dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, dan 

WP tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak tersebut digunakan untuk 

keperluan atau kepentingan negara guna memakmurkan rakyat. 

Penerimaan pajak adalah total semua pemasukan dari penerimaan negara yang meliputi pajak 

dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan ini didapatkan dari hasil penjualan barang atau jasa oleh WP 

dan pemerintah. Penerimaan pajak memiliki pengaruh yang cukup tinggi bagi pemerintah. Wawan 

(2017) menjelaskan bahwa penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan kegiatan atau kesejahteraan 

rakyat seperti dalam hal pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan kualitas sumber daya 

manusia. Contohnya seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas yang 

lain. Untuk memenuhi fasilitas-fasilitas tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan 

pajak tiap tahunnya agar tujuan dalam menyejahterakan rakyat dapat tercapai. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen negara 

dimana di dalamnya berisi daftar-daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara 

selama satu tahun anggaran. Karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk menggali potensi 

pendapatan negara. Salah satunya adalah penerimaan pajak, karena dari beberapa sektor penerimaan 

negara, penerimaan pajaklah yang merupakan penerimaan terbesar negara (Roseline & Rusydi, 2012). 

Tercatat di Tahun 2019, pendapatan negara mencapai Rp. 1.957,2 triliun (90,4% dari target 

APBN 2019) dan tumbuh sebesar 0,7% dari tahun 2018. Berikut merupakan tabel perkembangan 

pendapatan negara dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah) 

 
Sumber: CNBC Indonesia, 2021 

 Dari Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke 

tahun, dan penerimaan pajaklah yang merupakan penerimaan terbesar negara. Dengan peningkatan 

tersebut, diharapkan pemerintah bisa merealisasikan tujuan Indonesia untuk memberikan 

kesejahteraan rakyatnya. Tentu bukan hal yang mudah. Pemerintah harus lebih bisa mengajak para WP 

untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran pajak. 

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meruapakan direktorat jendral di bawah Kementrian 

Keuangan Indonesia. Tugas DJP adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisari 

teknis di bidang perpajakan. Hal ini dijelaskan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan. Pentingnya peran pajak 

dalam pembiayaan pembangunan negara adalah dasar pembentukan badan DJP. Dengan pembentukan 

ini, diharapkan target penerimaan negara dapat tercapai, dan negara menjadi semakin maju dan 

berkembang. 

DJP-Online adalah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan, 

berbasis perangkat keras dan lunak yang keduanya saling dihubungkan oleh perangkat komunikasi 

data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran WP (DJP, 2013). Aplikasi ini diluncurkan 

oleh DPJP guna mempermudah WP dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai 

dengan pada pelaporan SPT Tahunan. Meskipun begitu, namun masih ada banyak kendala bagi para 

WP. Kemampuan adaptasi setiap WP berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan 

pendidikan WP itu sendiri. Contohnya adalah WP yang sudah berumur, yang tak jarang banyak yang 

tidak mengerti apa itu email, sehingga adanya DJP-online tetap saja membuat kantor pajak penuh 

dengan antrian. Belum lagi pegawai pajak yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah WP. Oleh karena 

itu, diperlukan sebuah sosialisasi mengenai perpajakan bagi para WP. 

Kemenkeu melalui DJP melahirkan program baru lintas instansi atau yang dikenal dengan 

program relawan pajak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi pajak agar dapat menyeluruh ke 

lapisan masyarakat. Program ini melibatkan banyak perguruan tinggi karena yang menjadi anggota 

dari relawan pajak itu sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa terpilih dari masing-masing universitas. 

Tugas relawan pajak adalah untuk membantu para WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya, 

khususnya adalah membantu pelaporan pajak melalui e-filling yang merupakan salah satu situs DJP-

online untuk menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Para volunteer atau relawan pajak 
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mendapatkan kesempatan yang langka untuk dapat secara langsung berinteraksi dengan WP dan 

dengan otoritas. Keberadaa para WP sangat membantu proses pelayanan pajak sehingga WP pun tidak 

harus mengantre terlalu lama. 

Pengetahuan (knowladge), keterampilan (skill), dan tanggung jawab (responsibility) sangat 

mempengaruhi kerja relawan pajak. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2003, definisi dari 

kata pengetahuan adalah sesuatu yang diketauui berkaitan dengan proses pembelajaran. Maka, 

pengetahuan perpajakan adalah menyangkut tentang kemampuan seorang WP dalam mengetahui 

semua peraturan dalam perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan atau pemahaman mengenai pajak, 

maka dapat dikatakan bahwa WP dapat mengikuti aturan-aturan pajak yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Sebaliknya, apabila seorang WP tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak, maka WP 

tidak dapat mengikuti aturan-aturan pajak. Maka, pengetahuan mengenai perpajakan menjadi salah 

satu hal hal utama yang perlu diperhatikan guna menunjang sistem pajak (Palil dan Mustapha, 2011). 

Keterampilan atau skill diartikan sebagai bentuk kecakapan, kepandaian, dan keterampilan 

(KBBI, 2003). Dunette (1976) mendefinisikan keterempilan sebagai kapasitas yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan sebuah tugas. Ketrampilan dalam hal ini adalah keterampilan para relawan pajak dalam 

menyampaikan wawasan mengenai pajak kepada WP. 

Tanggung jawab atau responsibility adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tugas dari hasil training atau pengalaman yang didapatkan (Mudjiono, 2012). Dalam konteks ini 

tanggung jawab merujuk pada tanggung jawab seorang WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Dengan adanya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab yang baik, diharapkan hal 

tersbeut dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan para WP, khususnya kepatuhan di KPP 

Pratama Jember. Hartoyo (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk para 

WP dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan atau ketentuan 

yang berlaku. Kepatuhan bisa diwujudkan dengan cara melakukan kewajiban secara sukarela. Jika 

tingkat kepatuhan WP meningkat, maka target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara 

akan terealisasi, dan sebaliknya. 

Penelitian Darmayasa (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-filling dan peran relawan pajak 

yang meliputi knowledge, skill, dan responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan WP orang pribadi. Knowledge, skill, dan responsibility yang didapatkan relawan pajak 

sebagai tambahan softskill dalam melayani WP sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. 

Adapun gap empiris pada penelitian ini yakni pada penelitian Darmayasa (2020) yang menggunakan 

sampel Wajib Pajak Orang Pribadi, namun pada penelitian ini menggunakan seluruh Wajib Pajak. Hal 

ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan mengenai topik kepatuhan 

Wajib Pajak.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul peran relawan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Jember. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Pengetahuan (Knowledge) relawan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember? 

2. Apakah Keterampilan (Skill) relawan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember? 

3. Apakah Tanggung jawab (Responsibility) relawan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Meninjau identifikasi rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Pengetahuan (Knowledge) relawan pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. 

2. Mengetahui pengaruh Keterampilan (Skill) relawan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. 

3. Mengetahui pengaruh Tanggung jawab (Responsibility) relawan pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kontribusi, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan menamah bukti mengenai pengaruh relawan pajak terhadap 

kepatuhan WP sehingga ilmu akuntansi pepajakan dapat berkembang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis kiranya penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan. 

b. Bagi KPP Pratama Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atas tindakan 

yang selama ini diambil sehingga kedepannya dapat lebih baik dalam meningkatkan kualitas 

bayar WP. 

c. Bagi WP diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

  


